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17 Juta Suara Rakyat Terbuang akibat
Ambang Batas 4 Persen pada Pemilu 2024
Gara-gara ambang batas parlemen 4 
persen membuat 17 juta suara rakyat ter-
buang. Padahal itu adalah amanat rakyat 
yang dititipkan ke caleg atau Parpol.

JAKARTA (IM) - Seba-
nyak lebih dari 17 juta suara 
diperkirakan terbuang sebagai 
dampak dari penerapan am-
bang batas parlemen (parlia-
mentary threshold) sebesar 
4 persen pada Pemilihan 
Legislatif  (Pileg) 2024.

Perkumpulan untuk Pe-
milu dan Demokrasi (Per-
ludem) mencatat,  seban-
yak 17.304.303 juta suara 

terbuang pada Pileg 2024. 
Menurut hasil analisis Per-
ludem, jumlah suara yang 
terbuang itu berasal dari 10 
partai politik (parpol) yang tak 
lolos ambang batas parlemen.

"Dari hasil studi tim yang 
dilakukan oleh perludem 
ini adalah suara yang ter-
buang, akibat pemberlakuan 
4 persen, artinya ada kurang 
lebih 17.304.303 suara yang 

tidak terkonversi menjadi 
kursi," kata peneliti Perlu-
dem, Heroik Pratama, dalam 
diskusi bertajuk "Proporsion-
alitas dan Sistem Kepartaian 
Hasil Pemilu DPR 2024" di 
Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 
(24/3/2024).

Menurut Heroik, sangat 
disayangkan penerapan am-
bang batas parlemen sebesar 4 
persen membuat 17 juta suara 
terbuang. Padahal itu adalah 
amanat rakyat.

"Padahal, di sana ada 
mandat representasi yang 
diberikan oleh pemilih," ujar 
Heroik.

Heroik mengatakan bah-
wasyarat ambang batas parle-

men 4 persen berdampak 
negatif  terhadap dispropor-
sionalitas hasil pemilu. Syarat 
itu sebenarnya tidak bisa digu-
nakan buat menyederhanakan 
jumlah partai di parlemen.

Maka dari itu, Perludem 
mengusulkan supaya pemer-
intah dan DPR memperke-
cil besaran alokasi di setiap 
daerah pemilihan (dapil) 
ketimbang mempertahankan 
ambang batas 4 persen.

"Sejak lama kami sudah 
mengusulkan perkecil be-
saran alokasi kursi daerah 
pemilihannya. Jangan dibuat 
maksimal 10, tapi dibuat mis-
alnya dibuat maksimal 8 atau 
6, maka akan terjadi penye-
derhanaan secara alamiah," 
ucap Heroik.

Berdasarkan hasil reka-
pitulasi nasional terdapat 8 

parpol yang telah dinyatakan 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) lolos ambang batas 
parlemen 4 persen. Kedela-
pan parpol itu diantaranya 
PDIP, Partai Golkar, Partai 
Gerindra, Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB), Partai 
NasDem, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Partai De-
mokrat, dan Partai Amanat 
Nasional (PAN).

Selain itu, terdapat 10 
parpol yang tak lolos ambang 
batas parlemen. Mereka yang 
tidak lolos adalah Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP), 
Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI), Perindo, Partai Gelora, 
Partai Hanura, Partai Buruh, 
Partai Ummat, Partai Bulan 
Bintang (PBB), Partai Ga-
ruda, dan Partai Kebangkitan 
Nusantara (PKN).  han
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RAKER TENTANG RUU KIA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti 
Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (tengah) bersama jajarannya beranjak 
dari tempat duduk usai rapat kerja mengenai Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di ruang Komisi VIII DPR, 
kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3). Delapan dari sembilan fraksi 
DPR memberikan persetujuan RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama 
kehidupan dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

JAKARTA (IM) - Koor-
dinator Staf  Khusus Presiden 
Ari Dwipayana membantah 
isu yang menyebut Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) akan 
terlibat dalam penyusunan 
kabinet Presiden terpilih, 
Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) telah 
menetapkan Pasangan calon 
presiden – wakil presiden no-
mor urut 2, Prabowo Subianto 
- Gibran Rakabuming Raka,  
sebagai pemenang Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024.

Ari menegaskan jika pe-
nyusunan kabinet mendatang 
sepenuhnya menjadi hak 
prerogatif  Presiden terpilih 
setelah dilantik pada 20 Ok-
tober 2024 mendatang.

“Terkait  naras i  yang 
dikembangkan beberapa pi-
hak termasuk media yang 
menyebutkan keterlibatan 
Presiden Jokowi dalam pem-
bentukan kabinet mendatang, 
perlu ditegaskan sebagai beri-
kut pengangkatan Menteri 
dalam kabinet mendatang 
sepenuhnya menjadi hak 
prerogatif  Presiden terpilih 
setelah dilantik 20 Oktober 

2024,” tegas Ari dalam ket-
erangan yang diterima, Senin 
(25/3).

Ari menegaskan bahwa 
Presiden Jokowi saat ini fokus 
untuk menuntaskan pemerin-
tahan dan pembangunan dari 
agenda Kabinet Indonesia 
Maju yang masa jabatannya 
akan berakhir pada 20 Okto-
ber mendatang.

“Presiden Jokowi fokus 
bekerja untuk menuntaskan 
agenda pemerintahan dan 
pembangunan sampai akhir 
masa jabatan 20 Oktober 
2024,” ujarnya.

Semenata itu, Wakil Pres-
iden terpilih, Gibran Raka-
buming Raka mengungkapkan  
Raka isi pembicaraannya den-
gan presiden terpilih, Prabowo 
Subianto,  saat keduanya ber-
temu untuk pertama kali usai 
KPU mengumumkan mer-
eka adalam pemenang Pilpres 
2024 di Jakarta Selatan, Jumat 
(22/3). Salah satunya memba-
has komposisi kabinet.

Gibran mengaku mem-
bahas banyak hal dengan 
Prabowo dalam pertemuan 
di sela buka puasa bersama 
sekaligus perayaan ulang ta-

hun Didit Hediprasetyo itu.
"Banyak," ujar Gibran 

kepada wartawan di Balai 
Kota Solo, Kota Surakarta, 
Jawa Tengah, Senin (25/3), 
saat ditanya isi pembicaraan 
dengan Prabowo.

 Gibran mengakui bahwa 
salah satu pembicaraannya 
dengan Prabowo adalah ter-
kait dengan pembentukan 
kabinet.

"Ya salah satunya itu 
(kabinet)," ujarnya.

Ketika disinggung soal 
adanya partai di luar Koalisi 
Indonesia Maju yang akan 
masuk kabinet Prabowo-
Gibran, putra sulung Presiden 
Jokowi ini tak menampik.

"Ya partai-partai lain (di 
luar koalisi)," jawab Gibran 
yang masih menjabat Wali 
Kota Solo.

Gibran sendiri dalam be-
berapa waktu lalu sempet 
memberikan bocoran terkait 
partai yang masuk kabinet 
meski tidak secara gamblang.

"Lebih dari satu partai. 
Wis tak bocori (sudah saya 
beri bocoran). Nanti aja lah, 
sudah saya bilang semua di-
rangkul," ujarnya.  han

Istana Bantah Jokowi akan Terlibat
dalam Penyusunan Kabinet Prabowo

JAKARTA (IM) - Peng-
urus Pusat Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia 
(KAMMI) menemui Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) di 
Istana Merdeka, Jakarta, Senin 
(25/3). Dalam kesempatan 
itu, KAMMI menyampaikan 
keluhan masyarakat atas ke-
naikan pajak pertambahan 
nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Selain itu,  KAMMI juga 
menyampaikan undangan 
kepada Presiden Jokowi un-
tuk membuka muktamar 
KAMMI ke-13, yang akan 
dilaksanakan pada 21 Mei 
2024 di NTB.

"Kemudian juga isu-isu 
yang terjadi di tengah tengah 
kita. Isu-isu kerakyatan, teru-
tama PPN pajak pertambahan 
nilai 12 persen yang menjadi 
keresahan masyarakat, itu 
juga sudah kami sampaikan 
kepada Bapak Presiden," ujar 
Ketua Umum KAMMI Zaky 
Ahmad Rivai,  usai bertemu 
Jokowi,  Senin (25/3).

Soal keluhan Masyara-
kat atas kenaikan PPN jadi 
12 persen, Presiden Jokowi 
menyatakan akan memper-
timbangkan.

"Bapak Presiden sudah 
menjawab bahwa beliau akan 
mempertimbangkan kembali 
bersama dengan jajaran," lan-
jut Zaky.

Selain itu, KAMMI juga 
menyampaikan soal keluhan 
masyarakat mengenai kestabi-
lan harga pangan jelang Idul 
Fitri. KAMMI mendorong 
agar pemerintah menjaga 

harga pangan agar tidak mem-
beratkan masyarakat.

"Juga tidak lupa kami 
sampaikan adalah tentang Pal-
estina. Kami sebagai gerakan 
mahasiswa, sebagai organisasi 
kepemudaan, ini konsisten 
untuk terus menyuarakan un-
tuk kemerdekaan Palestina,"  
katanya,

Zaky mengungkapkan 
bahwa pertemuan KAM-
MI dengan Presiden Jokowi 
merupakan permintaan dari 
pihak KAMMI. Pasalnya, 
pengurus KAMMI ingin me-
nyampaikan berbagai aspirasi 
masyarakat kepada Kepala 
Negara.

Selain mendengarkan se-
jumlah aspirasi masyarakat, 
Zaky menyebut bahwa Pres-
iden Jokowi juga memberi-
kan arahan. Yakni agar anak 
muda menjadikan Indonesia 
sebagai negara maju. Menurut 
Presiden, Indonesia hanya pu-
nya waktu 15 tahun ke depan 
untuk bisa beranjak menjadi 
lebih maju.

"Karena waktunya, tadi 
kata Presiden, itu hanya 15 ta-
hun kurang lebih, dan apakah 
kita bisa mengambil kesempa-
tan atau tidak? Karena kalau 
tidak mungkin Indonesia 
akan bernasib seperti negara 
negara di Amerika Latin. Itu 
yang beliau sampaikan," kata 
Zaky.

"Dan kalau kita bisa men-
gambil kesempatan, itu kita 
bisa berkontribusi bagi ke-
majuan Indonesia," kata Zaky 
menambahkan.  mei

KAMMI Bertemu  Presiden Jokowi, Laporkan
Keluhan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

RAKER EVALUASI 
PENYELENGGARAAN 

PEMILU 2024
Ketua Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Hasyim 
Asy'ari (tengah) ber-
sama Komisioner KPU 
Idham Holik (kiri) dan 
Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Dalam Ne-
geri (Kemendagri) Su-
hajar Diantoro (kanan) 
mengikuti rapat kerja 
bersama Komisi II DPR 
di kompleks Parlemen, 
Jakarta, Senin (25/3). 
Rapat yang juga diikuti 
Kemendagri, Bawaslu, 
dan Dewan Kehormat-
an Penyelenggara Pe-
milu (DKPP) tersebut 
un tuk mengevaluasi 
pe nyelenggaraan Pe-
milu 2024.
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PEMERIKSAAN FADEL MUHAMMAD
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyam-
paikan keterangan kepada wartawan usai 
menjalani pemeriksaan di Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta, Senin (25/3). Fadel Mu-
hammad memenuhi panggilan penyidik KPK 
sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi 
peng adaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 
di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Mendagri: 240 ASN Dijatuhi Sanksi,
Terbukti Langgar Netralitas di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengungkapkan 
adanya ratusan aparatur sipil 
negara (ASN) yang terbukti me-
langgar netralitas Pemilu pada 
Pemilu 2024. Ratusan ASN 
itu juga sudah dijatuhi sanksi 
setelah terbukti melanggar 
netralitas pada Pamilu 2024..

"Namun tidak menutup 
informasi, bahwa banyak, ada 
juga, bukan banyak, pelang-
garan-pelanggaran netralitas 
ASN. Laporan setidaknya 
ada 450 ASN yang dilapor-
kan ke Bawaslu, melanggar 
netralitas," kata Tito dalam 
rapat dengar pendapat (RDP) 
Komisi II DPR bersama 
peme rintah dan penyeleng-
gara Pemilu, Senin (25/3).

"Dari sejumlah itu ada 240 
ASN terbukti melanggar dan 
dijatuhi sanksi," ujarnya.

Selain itu, sebanyak 180 
ASN juga sudah ditindak-
lanjuti oleh pejabat pembina 
kepegawaian (PPK) dengan 
penjatuh an sanksi. Dalam pa-
paran Tito, ditunjukkan juga 
lima besar bentuk pelangga-
ran netralitas ASN. Pertama, 
membuat posting, komentar, 

share dan like atau bahkan 
bergabung dengan akun 
pemenang an calon peserta 
Pemilu. ASN yang tercatat 
me lakukan pelanggaran 
ka tegori ini sebesar 15,8 
per sen. Kedua, ikut dalam 
ke giatan kampanye/sosi-
alisasi/pengenalan bakal 
calon/partai politik sebesar 
12,9 persen.

"Ketiga, sosialisasi/
kampanye media sosial/
online bakal calon/calon 
11,3 persen," kata Tito.

Keempat, mengadakan 
kegiatan yang meng arah 
pada keberpihakan terhadap 
partai politik atau calon 
atau pasang an calon yang 
menjadi pe ser ta pemilu atau 
pemilih an sebelum, selama 
dan se sudah masa kampa-
nye meliputi pertemuan, 
aja kan, imbauan, seruan dan 
pemberian barang kepada 
ASN dalam lingkungan 
unit kerja, anggota dan 
masyarakat sebesar 10,8 
persen. "Kelima, (kate gori 
pe langgaran) menjadi ang-
gota dan/atau peng urus 
partai politik (7,1 per sen)," 
tambah Tito.  han

AHY Minta Kadernya Tetap Kritis Meski
Kini Demokrat Ada di Kubu Jokowi

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
meminta seluruh kadernya 
tetap kritis dan ikut menjaga 
keberlangsungan pemerin-
tahan meski kini berada dalam 
kubu pendukung pemerin-
tahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

"Bukan artinya tidak kritis. 
Saya ulangi, bukan berarti 
menjadi tidak kritis, tidak. Kri-
tis itu penting. Jangan kita 
permalukan diri sendiri men-
jadi anggota DPR yang tidak 
kritis, tidak," kata AHY dalam 
acara buka bersama DPP 
partai di Hotel Four Seasons, 
Jakarta Selatan, Sabtu (23/3).

AHY meminta kadernya 
fokus menyukseskan peme-
rintahan Presiden Jokowi 
sampai akhir masa jabatan dan 
mendukung pemerintahan 
berikutnya. Tapi ingat, kita ini 
sekarang fokusnya bagaimana 
menyukseskan pemerintahan 
hingga nanti Oktober 2024 
sampai nanti mempersiapkan 
lepas landasnya lagi pemerin-
tahan berikutnya, 5 tahun ke 
depan, dengan ini Demokrat 
punya peran strategis dalam 

proses transisi yang tidak 
mudah," ujar anak sulung 
Presiden ke-6 RI Susilo 
Bambang Yudhoyono itu.

AHY meminta kader 
Demokrat tidak lagi mem-
posisikan diri sebagai opo-
sisi seperti sebelumnya.

"Jangan kebalik-balik. 
Oposisi rasa pemerintahan, 
pemerintahan tapi rasa 
oposisi. Enggak ada di ru-
angan ini, enggak ada. Jadi 
jangan kebalik-balik, betul 
ya semuanya," ucap AHY.

Menurut rekapitulasi 
hasil penghitungan Pileg 
2024 oleh Komisi Pemili-
han Umum (KPU), partai 
berlambang bintang Mercy 
itu memperoleh 11.283.160 
suara atau 7,43 persen. 
Dengan perolehan itu, De-
mokrat mendapatkan 44 
kursi di DPR. Jumlah kursi 
Demokrat di DPR pada 
Pileg 2024 justru menurun 
dari Pileg 2019.

Pada Pileg 2019, jumlah 
kursi Demokrat di DPR 
mencapai 54 kursi, dengan 
perolehan suara lebih ren-
dah yakni 10,876,057 suara 
(7,77 persen).  mei


